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MOTTO

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(Terjemahan Al- Qur'an Surat Al Maidah: 2, Tafsir Departemen Agama R1, 1989:
157)
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RINGKASAN

Anak adalah penerus keturunan bagi sebuah keluarga. Suatu keinginan
mempunyai anak adalah suatu paluri yang ilmiah dan manusiawi, namun
terkadang hal ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan karena terbentur dengan
keadaan dan takdir Tuhan. Untuk memenuhi suatu keinginan tersebut adalah
dengan cara mengangkat anak. Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh
Indonesia, akan tetapi caranya berbeda-beda.

Pasangan suami-isteri yang tidak mempunyai anak dan yang berkeinginan
untuk mengangkat anak dapat mengajukan permohonan penetapan anak angkat
pada Pengadilan yang berwenang di daerah hukum anak yang akan diangkat, ini
sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 romawi IV
pomt 1.5 tentang perihal Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan
Anak. Dalam hal ini yang berwenang bisa Pengadilan Negeri atau Pengadilan
Agama. Bagi suami-isteri yang beragama Islam dan tunduk pada Hukum Islam
dapat mengajukan permohonan penetapan anak melalui Pengadilan Agama.

Pengangkatan anak yang diajukan melalui Pengadilan Agama akan
memberikan suatu akibat hukum yang berbeda dengan pengangkatan anak yang
diajukan melalui Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Negeri pengangkatan anak
akan menimbulkan hubungan waris dan perwalian sedangkan di Pengadilan
Agama tidak menimbulkan akibat yang demikian. Berkaitan dengan uraian-uraian
di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: Kajian Yuridis
Tentang Kedudukan Anak Angkat Terhadap Tirkah Orang Tua Angkat
(Studi Penctapan Pengadilan agama Jember No.37/ Pdt.P/ 2003/ PA. Jr)

Permasalahan dalam skripsi 1m yang hendak dibahas adalah: apakah dalam
Hukum Islam diperkenankan mengangkat anak, alasan apa pemochon mengajukan
permohonan penetapan anak angkat dan bagaimana kedudukan anak angkat
terhadap tirkah (harta peninggalan) orang tua angkat. _

Twuan dani penulisan skripsi ini pada dasarmya ﬁ;r}ujuan untuk membahas
dan sekaligus menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di samping untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum
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Metode pendekatan masalah vang dipaka adalah metode yuridis normatif,
sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan
sumber bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan
dengan cara studi kepustakaan dan membaca perundang-undangan vang berkaitan
dengan fakta didukung dengan wawancara untuk memperjelas pembahasan.
Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dan penarikan
kesimpulan dengan mengpunakan metode deduktif

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam diperbolehkan asalkan tidak
memutuskan nasab dengan orang tua angkatnya dan prinsip dari pengangkatan
menurat Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar
seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan
perkembangannya. Dalam hal ini Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan
memutus mengenai permohonan penetapan anak angkat vang diajukan oleh
pemohon.

Anak angkat yang ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Agama tidak
mempunyai akibat hukum yang prinsip antara orang tua angkat dengan anak
angkat, karena tidak ada hubungan waris mewarisi antara orang tua angkat dengan
anak angkat. Untuk memperoleh firkah (harta peninggalan) orang tua angkatnya
maka ditentukan dengan cara membenkan wasiat bagi anak angkat. Berdasarkan
penetapan Pengadilan Agama anak angkat mendapat wasiat wajibah atas tirkah
(harta peninggalan) orang tua angkatnya. Wasiat wajibah bagi anak angkat secara
langsung menjadi milik dari anak angkat. Jumlah bagian anak angkat tersebut
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta kekayaan orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
anak angkat mendapat tirkah (harta peninggalan) dari orang tua angkatnya
sebanyak 1/3 dan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat. Hal mi
juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat mendapat
1/3 harta peninggalan orang tua angkat dengan wasiat wajibah.

Anak angkat yang menerima wasiat wayibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari
tirkah (harta peninggalan) hendaknya menjalankan wasiat tersebut denpan sebaik-
baiknya dan tetap taat dan patuh terhadap orang tua angkatnya.

XV
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hikmah perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan
kesmambungan Keturunan. Secara naluriah pasangan suami isteri umumnya
sungat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan,
tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Perkawinan tanpa
keturunan akan terasa gersang dan tidak lengkap. Kehadiran anak dalam rumah
tangpa memang penuh makna. Secara realitas, banyak pasangan suami isteri :,rmllg
lernyata belum berhasil memperoleh keturunan meskipun hanya dengan seorang
anak. Hal ini bisa terjadi baik ditinjau dari sudut medis maupun agama.

Menurut pasal 1 Undang-vndang Nomor | Tahun 1974 perkawinan adalah
tkatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sedangkan Tujuan perkawinan menurut
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga vang sakinah, mawaddah, dan rahmah. _

Perkawiman memiliki tujuan yang beragam membawa dampak dalam
rumalh tangga, tetapi apabila salah satu tujuan tersebut belum tercapai maka akari
membawa masalab  dalam suatu rumah tangga Tujuan dari perkawinan
diantaranya adalah untuk melanjutkan keturunan, apabila hal tersebut belum
teriaksane maka perkawinan terasa belum lengkap dengan adanya kehadiran
seorang anak. Kehadiran anak dalam suatu rumah tangga memiliki makna yang
sangat berarti, meskipun mereka (suami isteri) memiliki harta kekayaan yang
melinpah akan tetapi apabila belum dikaruniai anak perkawinan akan terasa
kurang lengkap. Harta kekayaan yang melimpah tidak bisa dijadikan ukuran
kebahagian dalam suatu perkawinan, apabila salah satu tujuan perkawinan
tersebut vaitu dalam hal ini memiliki anak belum terlaksana.

Secara nyata dapat dipahami bahwa bisa saja mereka (suami isteri) akan
mampu membiayai anak-anak mereka, terutama bila dilihat dari kondisi ekonomi,
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kelayakan pengetahuan untuk memberikan pendidikan, dan kesempatan mereka
untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak tersebut. Secara lahiriyah
iereka memang telah siap untuk menerima kelahiran anak tersebut, kendati pun
vang ditunggu belum juga uba.

Sebaliknya, di sisi lain ada pula pasangan suami isteri yang tidak siap
mempunyai anak tetapl pada aklurmya dianugerahi oleh Allah mempunyai anak.
Kehadiran anak seperti pada konsep awalnya untuk membawa nikmat dalam
rumah tangga tidak tercapai, sebaliknyva malah membawa kesulitan dan beban
dalam rumah tangga. Oleh karena itn untuk memecahkan masalah tersebut maka
Jalan keluarnya adalah dengan jalan mengangkat anak,

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termisuk di
Indonesia. Sejak zaman dahuly telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara
motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang hidup serta
berkembang di daerah yang bersangkutan, Di Indonesia sendiri yang belum
mennliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak
sudah sejak zaman dahuly dilakukan.

Tujuan dan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan
keturunan manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturuman. Ini
metupakan motivasi vang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan
alternatif yang positif dan manusiawi terhadap nalun kehadiran seorang anak di
dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak
pum.

Mereka yung menikah mempunyai harapan besar bahwa tujuan dar
perkawinan akan tercapai. Tujuan dari perkawinan antara lain yaitu menyambung
silahturehmi, memalingkan pandangan yang liar, menghindan dini dari perzinaan,
estafets amal manusia (sebagai penerus), esfetika kehidupan, mengisi dan
menyemarakkan dunia serfa menjaga kemurman nasab (Hakim, 2000:27-30).
Fujnan perkawinun yang berancka ragam tersebut apabila tidak tercapai maka
hagi pasangan Suami isteri berupaya untuk mecapai tujuan tersebut yang berkaitan
dengan kemurnian nasab. Kemumian nasab yang dimaksud adalah uniuk
mempernleh keturunan, sebab anak adalah penerus dalam suatu keluarga.
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Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia
scbagai mahkluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang
terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini
terpenuhi,  sehingga kadang-kadang terdapat suatu  keluarga yang tidak
mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ ayah, bahkan lebih dari ity, Dilihat
dar eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan
sebagian besar dari mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional
sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam
kelompok keluarga yang lain.

Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan dari
pengangkatan anak tidak lagi semata-semata atas motivasi untuk meneruskan
keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu, ada berbagai motivasi yang
mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena
faklor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Secara umum telah disadari, babwa yang terpenting dalam soal
pengangkatan anak ini demi kebahagiaan si anak, sechingga pedomannya adalah
mencarikan orang tua angkat bagt seorang anak, tekanannya bukan pada
mencarkan anak angkat bagi pasangan suami isteri dan dalam hal ini paling tidak
faktor kesesuaian antara kedua belah pihak harus lebih dipikirkan.

Dar berbagai variasi dan latar belakang tujuan pengangkatan anak yang
berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai
anak kandung atau keturunan, meskipun ada lagi alasan yang lain yang cukup
menentukan sebagaimana yang terdapat dibeberapa daerah di Indonesia. .

Masyarakat selama ini hanya banyak mengetahui bahwa permohonan
pengangkatan anak dupat dilukukan melalu Pengadilan Negeri tetapi sebenarnya
masih banyak cara yang lain untuk memperoleh anak angkat. Menurut R
Soepomo diantaranya dapat dilakukan dengan cara mupu, mulung, ngukut atau
mungut anak (Tafal, 1989:39), Permohonan anak angkat dapat juga dilakukan
pada Pengadilan Agama. '

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman
dan sebugai salah satu dari badan peradilan negara sebagaimana yang dinyatakan
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dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 10 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 1999 jo pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
lentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan
ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 lentang Peradilan Agama khususnya pada pasal 1,
2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain
yang berlaku diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor | Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam maka Pengudilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan
pelavanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta
perkawmnan bagr yang beragama Islam. Hal mm sesuai dengan Asas Umum
Peradilan Agama yaiu Asas Personalitas kelslaman artinya yang tunduk dan yang
dupat  ditundukkan kepada kekuasaan/kewenangan Peradilan Agama, hanya
mereka vang mengaku pemeluk Agama Islam.

Hukum Islam yang tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai anak
angkat, apabila ada permohonan anak angkat dari keluarga yang beragama Islam
maka Pengadilan Agama wajib memutusnya, karena hakim yang memeriksa
setiap perkara yang diajukan berlaku asas rus eura novit (larangan untuk menolak
memenksa perkara discbabkan anggapan bahwa hakim tidak tahu hukumnya). Hal
ini sesuai dengan Ketentuan pasal 14 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo
pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo pasal 16 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
dan pasal 56 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama dalam hal anak angkat menggunakan ketentuan pada
pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “anak angkat adalah
anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua
angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan” dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Talun
1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “. .. ... , Pengadilan dapat diserahi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dan kewenangan lam oleh atau berdasarkan undang-undang”. Hal ini sebaga}
dasar dibenkannya penetapan anak angkat bagi yang beragama lslam. Penetapan
anak angkat mi digjukan berdasarkan permchonan pihak yang berkepentingan.
Hal ini dikarenakan untuk memperoleh adanya kepastian hukum dari anak yang
akan diangkatnya apalila dikemudian han terjadi suatu perselisihan antara pihak-
pihak yang terkait dan untuk memperoleh hak-haknya antara anak angkat dengan
orang tud angkatnya. Permohonan anak angkat ini merupakan perkara voluntair
sehinppa penyelesmannya disebut dengan penetapan.

Perdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam penulisan skripsi ini
penuhis mengambil judul “KAJAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN
ANAK ANGEAT TERHADAP TIRKAH ORANG TUA ANGKAT (Studi
Penetapan Pengadilan Agama Jember No, 37/ Pdt.P/ 2003/ PA.Jr)"

1.2 Ruang Lingkup

Butas nwng lingkup permasalahan dalam skripsi ini di dalamnya
menvangkut Hukum Perdata, khususnya Hukum Perkawinan vang berkaitan
dengan kedudukan anak angkat terhadap tirkah orang tua angkat, ini sesuai
dengan penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor, 37/ Pdt. P/ 2003/ PA. Jr
tentang pengangkatan anak.

1.3 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dar uraian latar belakang dan ruang lingkup tersebut, maka
dapat dikemukakan numusan masalah sebagai berikut:
I apakah dalam Hukum Islam diperkenankan mengangkat anak ?

I

alasan apa pemohon mengajukan permohonan penetapan anak angkat ?

Lad

bagmmana kedudukan anak angkat terhadap tirkah (harta peninggalan) orang

tua angkat 7
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1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

I Untuk memenuhi dan melenpkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama dalam

(o]

perkuliahan dengan prakiek yang terjadi di lapangan.
3 Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya
dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat

dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan Khusus
I. Untuk mengetahui apakah dalam Hukum Islam diperkenankan mengangkat

mnak,

2. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan anak
angkal
3 Untuk  mengetahus  kedudukan anak angkat terhadap firkah  (haita

peninggalan) orang twa angkat,

1.5 Metode Penulisan

Metode dalam penulisan adalah suatu proses prinsip dan prosedur untuk
mencari, mendekati masalah untuk mencapai sasaran yang hendak dituju, yang
berpuna untuk mendapatkan bahan yang diperlukan di dalam menjawab dan
melakukan analisis permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Di sini penulis

menggunakan metode yang tersusun sebagai benkut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalzhan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi
ini mengeunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu
mempergunakan sumber-sumber bahan hukum primer yang meliputi peraturan
perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat
surjana hukum terkemuka (Abdurtahiman, 2003: 56)
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1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa
peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Surat Edaran dan lain-lain termasuk hasil wawancara dan keterangan
vang didapatkan dari pihak yang berkaitan.

1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum vyang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer, vang dapat membantu menganalisa dan memahami
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder merupakan hasil penelitian dan
pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumentasi
Dalam skripsi im dipergunakan bahan hukum tertulis yang diperoleh dengan
membaca dan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini (Soemitro, 1990: 11)

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, penulis
menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:
1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah literatur-
literatur, peraturan perundang-undangan yang memmjang penulisan skripsi ini.
2. Studi Dokumen

Studi lapangan adalah cara memperoleh bahan hukum yang bersifat
sekunder. Dalam hal ini untuk memperolelr bahan huktsm dengan mengadakan
tanya jawab atau wawancara Pengumpulan bahan hukum melalw wawancara
secara langsung yang dimaksudkan untuk melenghapl fakta dan validitas bahan
hukum. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan
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Agama Jlember yang mengerti tentang pengangkatan anak sehubungan dengan
penctapan Pengadilan Agama Jember Nomor, 37/ Pdt. P/ 2003/ PA_ Ir

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif .
Deskripuf adalah pembahasan yang memberikan gambaran lengkap dan jelas
mengenal apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kualitatif artinya diutaikan
menurut muty, sifat, gejala dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan
sebagai bahan hukum primer yang ditautkan dengan teori-teori dari uraian penulis
buku kepustakaan yvang merupakan bahan hukum sekunder (Hadikusuma, 1995
164)

Cara menark kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu
metode pembahasan yang dimulai dani hal vang bersifat umum menujy hal yang
bersifat khusus (Soemitro, 1990:39)
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEQRI

2.1 Fakta _

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama dan telah memberikan penetapan atas perkara permohondn
pengesahan pengangkatan anak angkat,

Para pihak yang mengaiukan permohonan adalah M. TOHIR  alias H.
FATKHUR ROZY bin H. ABD. SALAM, umur 44 tahun, Agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Wadak Kidul, RT 04 RW 01,
Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Pemohon 1.

KHOLIFAH bt H. DACHLAN, umur 43 tahun, Agama Islam,
pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Wadak Kidul, RT. 04 RW, 01, Kecamatan
Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Pemohon I1.

Setelah membaca permohonan pars Pemohon tertangpal 3 Desembér
2003, yang terdaftar di Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jember dengan
Nomor 37/ Pdt. P/ 2003/ PA. Jr yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Pemchon | dan Pemohon 1 adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik pada tanggal 19
Maret 1979, tercatat pada Buku Akta Nikah Nomor 518/ 17/11/1979 tanggal 19
Maret 1979, dan hingga saat ini telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
15tert yang baik serta bertempat tinggal di rumah bersama namun belum dikaruniai
anak

Berdasarkan alasan tidak mempunyai anak tersebut maka para Pemohon
mengangkat seorang anak yang bernama RENI RIZKY WAHYUNI yang lahir
pada tanggal 21 Jumi 2002 di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 03, Desa Ampel,
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember anak dari pasangan AHMAD PONIDI
bin SAMAN dengan WAGINEM binti TUKHO.

Sejak langgal 21 Juni 2002, anak bernama RENI RIZKY WAHYUNI!
tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada para Pemohon untuk
dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya para Pemohon menyatakan

menerima dan sanggup marawat serta mendidik anak tersebut sampai dewasa

: 3%, | IARUPTPERPUSTAKGAN

UNIVERSITAS JEMBER
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seperti layaknya merawat' dan mendidik anak sendiri. Para Pemohon pada saat ini
berkepentingan untuk mengesahkan anak tersebut sebagai anak angkat, agar para
Pemohon maupun anak tersebut memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku mengenai status maupun hak-haknya.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemochon [ dan Pemohon II

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili

perkara i1 dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

3

L2

r

L

Mengabulkan permohonan para Pemohon,
Menyatakan menetapkan sebagai hukum bahwa anak bemama RENI RIZKY
WAHYUNI adalah sebagi anak angkat dari Pemohon | dan Pemohon I1.
Manbebankan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku,

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang digjukan Pemohon berupa:
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Duduk Sampean,
Kabupaten Gresik Nomor 12. 1804, 700661. 0018 tanggal 2 Mei 2002, (P. 1) .
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari camat Duduk
Sampean, Kabupaten Gresik Nomor 12, 1804. 300567, 0019 tanggal 2 Mei
2002, (P. 2)
Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik Nomor K. 07/Pw. 01/ 624/
2003 tanggal 20 nopember 2003. (P. 3)
['oto copy Kutipan Akta Nikah dar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wuluian, Kabupaten Jember Nomor 195/ 18/ VI/ 1983 tanggal 2 Juni 1983
(P. 4)
Futo Copy Surat Kelahiran atas nama RENI RIZKY WAHYUNI dari Kepala
Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember nomor 474.1/ 25/
553.02/ 2003 tanggal | Nopember 2003, (P, 5)
loto Copy Surat Pernyataan dari Pemohon tentang Pengangkatan Anak yaig
aiketahul oleh Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
tangzal 2 Desember 2003, (P, 6)

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dihadapan persidangan yang

memberikan keterangan di bawah sumpahnya maka Pengadilan Agama Jember
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dalam menetapkan anak Engkat memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai
berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan dapat diserahi tugas can
kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Menimbang bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-
undangan yang menentukan tentang kewenangan pengesahan/ pengangkatan anak
bagi Pengadilan Agama. Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum
tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”. Selain itu
sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kchakiman yang menyatakan “ Hakim
sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilat-nilal hukum vang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 Penjelasan Umum angka 2 alenia
ketiga serta pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomeor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dapat difahami bahwa salah satu Asas Peradilan Agama adalah
Asas Personalitas Keislaman artinya © Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan
kepada kekuasaan/ kewenangan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku
pemeluk agama Islam”,

Menimbang bahwa menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam,
anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya schari-hari,
biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan,

Memmbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atis, Pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
permohonan pengesahan/ pengangkatan anak

Menimbang  berdasarkan  bukti-bukti yang diajukan Pemchon maka

perkaru ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember.
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Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qurian surat A/
Ahzab ayat 4 menunjukan bahwa dalam Islam tidak dilarang adanya pengangkatan
anak nsalkan pengangkatan anak tersebut tidak menghilangkan/ menghapuskan
nasab dengan orang tua dan keluarganya dari anak yang bersangkutan, demikian
pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua
angkat dan keluarganya. Antara mereka tidak saling mewarisi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pemohon terbukti sebagi suami
isteri yang sah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi sampal saat ini antara
mereka telah hidup rukun dan harmonis serta berkecukupan,

Memmbang bahwa anak yang bemama RENI RIZKY WAHYUNI yang
lahir tanggal 21 Juni 2002 telah diserahkan oleh orang tuanya kepada/ dan
diterima oleh Pemohon

Menmimbang  bahwa Pemohon  sejak penganpkatan  anak  telah
menputamakan kepentingan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan,
perawatan dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya,

Memmbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, permohonan Pemohon telah memenubi syarat oleh karena itu dapat
dikabulkan.

Menimbang  bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan berdasarkan pasal 89 ayar (1) U ndang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut  maka Pengadilan
Agama Jember memberikan penetapan sebagai berikut: \
1. Mengabulkan permohonan Pemohon, -
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (M.

TOHIR alias H. FATKHUR ROZY bin H. ABD. SALAM) dan Pemaohon 11
(KHOLIFAH binti H. DACHLAN) terhadap anak perempuan bernama RENI
RIZKY WAHYUNI binti AHMAD PONIDI pada tanggla 21 Juni 2003 di
dusun Krajan. RT 04 RW. 03, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten -

Jember.
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Membebankan biaya perkara im kepada pemohon yang hingga kini dihitung
sebesar Rp. 188.000,- (seratus dclapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penctapan ini diberikan di Jember pada hari Selasa tanggal 23

Desember 2003 Maschi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1424 Hijriyah, oleh
Drs. 1l ABU AMAR SH. Scbagai Hakim Ketua Majelis, Drs, H. HANAFI
ASYHARI SH. Dan H.LUTHFI HELMY. SHI masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dengan dibantu oleh ALIEF THERIA. SH sebagai Panitera Pengganti.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukumm vang dipergunakan  dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagal berkut: |

L

=

Terjemahan Al Qur’an Surat A/-4hzab ayat 180, yang berbunyi:

Al Qur’an

Terjemahan Al Qur'an Surat Al-4hzab avat 4, yang berbunyi:

dan Dia ndak  menjadikan  anak-anak  angkatmu  sebagai  anak
kandungmu (sendin). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu
saja. Dan Allah mengatakan vang sebenarnya dan Dia memumjukkan jalan
{yang benar). (Departemen Agama R1, 1984:666), :

. Terjemahan Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

Panggllah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-
bapak mereka; itulal yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak
mengetalid  bapak-bapak mereka, (maka panggillah mereka) sebagai
saudara-saudaramu seapama dan maula-mawlamu. Dan tidak ada dosa
atasinu tethadap apa yang klulaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa
vang disengaja olell hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi
Muha Penyayang. (Departemen Agama RI, 1984:666)

Diwajibkan atas kamu, apabila scorang diantara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika 1a meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-
bapak dan kerabatnya secara mia 'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-
urany yang bertakwa. (Departemen Agama R1, 1984:44)

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 yang berbunyi:

Perthawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang
wanity  sebagal suami isteri dengan fujuan membentuk keluarga (rumah
lanigea ) yang baliana dan kekul berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
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3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi:
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menvelesatkan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang:

i perkawinan,

b, waris;

. wasiat;

d. lubah;

e wakaf;

{. zakat,

g, mfaq,

h. shadaqah; dan

i ekonomi syari'ah,

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pusal 2 ayal (1) vang berbunyi.
anak berhak atas kesejahtersan, perawatan, asuhan, dan  bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan
khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 39 yang berbunyi:

(1) Pengangkstan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik
bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang
diangkat dan orang tua kandungnya;

(3) Orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon
anak angkat;

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan
sebagai upaya terakhir;

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan
dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 yang berbunyi:

(1) Orang tua angkat wajib membentahukan kepada anak angkatnya
mengenal asal usulnya dan orang tua kandungnya, -

(2) Pembentahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan
memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
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6. Kompilasi Hukom [slam

Pasal 209 yang berbunyi:

(1) Terhadap peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176
sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat vang tidak
menerima wasiat diberi wasiat wayjibah sebanyak-banyaknya 1/3 dan harta
warisan anak angkatnya;

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dibeni wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dan harta orang tua angkatnya

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983
tentang Penvempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 perihal
Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak.

Romawi IV point 1.5 menyebutkan:
Surat permohonan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat tinggal/ domisili anak yang akan diangkat

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Anak Angkat

Adanya anak angkat ialah karena seseorang itu diambil anak atau
dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang
laki-laki mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang
tidak terbatas sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak.

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud anak angkat adalah anak
orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi
menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan
dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga (Zaini, 1999:5)

Menurut Surojo Wignjodipuro adopsi (mengangkat anak) adalah suatu
perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian
rupa, sehingga antara orang yang memungul anak dan anak yang dipungut itu
timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama. seperti yang ada antara orang tua
dengan anak kandungnya sendiri (Zaini, 1999:5),

Kemudian menurut Mahmud Syaltut beliau membedakan dua macam arti
anak angkat yang perfama adalah penyatuan seseorang terhadap anak vang
diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang tua ke dalam keluarganya Ia
diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah. pendidikan
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dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak
nasabnva sendiri. Kedua yang dipahami dengan perkataan tabanni (mengangkat
anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada
manusia, Tabanm ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain
ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirmya sebagai anak
vang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak kandung
(Zaini, 1999:5)

Istilah anak angkat yang pertama inilah menurut Mahmud Syaltut lebih
tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab di sini tekanan
pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segala kebutuhannya,
bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendin. Oleh karena itu anak angkat
tersebut bukan sebagai anak pribadi menurut syariat Islam dan tidak ada ketetapan
sedikitpun dan syanat 1slam.

Sedangkan pengertian kedua tersebut persis dengan pengertian adopsi,
vaitu arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak vang diketahuwinya
sebagal anak orang lain ke dalam keluarpanya dengan mendapatkan status dan
fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri. Pengertian kedua imi
konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya
yang mengangkat dan larangan kawin dengan keluarganya, hal i1 berbeda dengan
pengertian anak angkat dalam hukum Islam. Anak angkat di dalam hukum Islam
tidak menimbulkan akibat vang demikian sebab anak angkat tidak memutus
hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan anak angkat bukan ahli wans
dani orang tua angkatnya

Menurut Dathurrahman pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak
dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala
kebutuhannya, bukan diperlakukan sebapai anak kandungnya sendiri
Pengambilan anak angkat menurut versi terakhir adalah justru merupakan satu
amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang
tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka mematnikannya dalam satu jenis
pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak, si fakir yang
terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuaanya. tidak
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diragukan lagi bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal vang
disukai dan dipuji serta dipahalai oleh syara (Zaini, 1999:53-54)

Hal imi sebenarmya sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam Islam, di
mana syariat [slam membuka kesempatan bagi si kaya untuk mencapai amal itu
melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari
harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan
hidupnya di masa depan, sehingga anak itu tidak kacau penghidupannya dan
pendidikannya tidak akan terlantar. Oleh karena itu rasa kemanusiaan yang tinggi
memancar sebagai pancaran kecintaannya kepada Allah adalah suatu misi Islam
yang sangat utama dalam menegakkan keadilan sosial.

Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain
menjadi anak sendin. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan
pengadilan. Hal ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak
angkat tersebut di dalam keluarga orang tua angkat (Prinst, 2003:94)

Menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya
dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali vang sah, atau
orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan
anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan
putusan atau penetapan pengadilan,

Sedangkan menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang
dimaksud anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan ntuk hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari
orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menurut AZ Abidin Farid anak angkat ialah anak vang ada akibat suatu
perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknva
tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia
masih  kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai
kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat (Tafal,
1989:46)
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2.3.2 Syarat Mengajukan Permohonan Penetapan Anak Angkat
Syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam mengajukan permohonan
penctapan anak angkat adalah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang
Penyempurnaan  Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 perihal Pemeriksaan
Permohonan  Pengesahan/Pengangkatan  Anak. Permohonan pmgesnhml-
pengangkatan anak angkat pada intinya dibedakan menjadi tiga yaitu: .
|. Permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga MNegara Indonesia
(WNI)
Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
@, syarat bagi calon rang tua angkat (pemohon)
| pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung
dengan orang tua angkat diperbolehkan;
pengangkatan anak yang dilakukan oleh scscorang yang tidak terikat

perkawinan diperbolehkan.

[ § ]

b. syarar bagi calon anak angkat vang diangkat

I. dalam hal calon anak angkat berada dalam asuban Yayasan Sosial harus
dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang
bersangkutan telah difjinkan bergerak di bidang pengangkatan anak;

2, calon anak angkat yvang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang
dimaksud di atas harus mempunyai ijin tertulis dan Menten Sosial atau
Pejabat yang ditunjuk, bahwa anak angkat tersebut telah difjinkan untuk
diserahkan scbagai anak angkat.

2 Permchonan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh orang tua
angkat WNI,
Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
i, svarat bagi calon orang tua angkat WNI (pemohon);

. pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial
vang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah
diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak,
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2. pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat

perkawinan yang sah tidak diperbolehkan
b. syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat:

1. usia anak angkat belum mencapai 5 tahun;

2. disertan penjelasan tertulis oleh Menteri Sosial, bahwa calon anak angkat
WNA ditzinkan untuk drangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua
angkat WNI

3. Permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA_
Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
a. syaral bagi calon orang tua angkat WNA (pemohon);

. harus telah berdomisili dan bekema tetap di Indonesia sekurang-
kurangrnya 3 tahun;

2. disertas 120 tertulis Menteri Sosial bahwa calon orang tua angkat WNA
memperoleh 1zin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

3. harus dilakukan melalui Yayasan Sosial vang memiliki izin  dari
Departemen Sosial;

4. pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam
perkawinan yang sah tidak diperbolehkan.

b. syarat bagi calon anak angkat WNI yang diangkat:

I, usia anak angkat belum mencapai usia 5 tahun,

2. disertai penjelasan tertulis dan Menteri Sosial, bahwa calon anak angkat
WNI dnzinkan untuk diangkat scbaga: anak angkat oleh calon orang tua
angkat WNA,

Permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jember saat ini baru

menerima permohonan anak angkat yang diajukan oleh WNI, sehingga tata
cara/prosedur permohonannya sederhana bagi para pemohon anak$ angkat.

2.3.3 Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan Anak Angkat di Pengadilan

Agama
Permohonan pengajuan penetapan anak angkat pertama-tama diajukan ke

meja | bagi yang tidak bisa membuat surat permohonan dibuatkan oleh pemgas
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vang di dalamnya beris: 1dentitas berupa nama, alamat, kedudukan, agama, serta
tidak lupa menyebutkan nama orang tua kandung dan anak yang akan
diangkatnya. Kemudian pemohon diperintahkan untuk membayar sejumiah uang
tertentu sebagal panjar ke bendahara perkara dengan membawa Surat Kuasa
Untuk Membayar (SKUM) berupa =atu (1) ekslempar dan diberi kwitansi, setelah
itu diberikan salinannya yvang selanjutnyva di bawa ke meja 11, surat permohonan
yang diberi nomor perkara dan surat kuasa untuk membayar diberikan kepada
pemohon selanjutnya baru sidang yang telah ditentukan han dan tanggal oleh
Pengadilan Agama Jember.

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa di persidangan untuk perkara
permohonan penetapan anak anpkat menyatakan terbuka untuk umum dalam
mengadili perkara permohonan yanpg diajukan oleh Bapak M. Tohir alias H.
Fatkhur Rozy bin H. Abd Salam, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di desa Wadak Kidul, RT. 04 RW. 01, Kecamatan
Duduk Sampean, Kabupaten Gresik dan Ny. Kholifah binti [, Dachlan, ymur 43
tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat sama dengan Bapak M.Tohir alias
H. Fatkhur Rozy bin H. Abd Salam.

Hakim: kemudian memanggil masuk para Pemochon terscbut ke dalam

-

ruang persidangan. Kemudian memanggil saksi-saksi dari Pemohon, yang
pertama-tama saksi | yang bernama Suwandi bin Kaslan, umur 56 tahun, agama
islam, pekerjaan Kaur Kesra/P3N, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT, 02 RW.
02, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Selanjutmya saksi 11
vang bernama Siti Aisyah binti Ahmad Sulam, umur 60 tahun, apama Islam,
pekerjaun tani, tempat tinggal Dusun Krajan, RT. 04 RW. 03, Desa Ampel,
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember,

Pthak-pihak yang hadir adalah orang tua kandung dari Reni Rizky
Wahyuni (calon anak angkat) yang bemama Ahmad Ponidi bin Saman dan
Waginem binti Tukijo serta para pemohon yaiti Bapak M. Tohir alias H. Fatkhur
Rozy binti H. Abd Salam dan Ny. Kholifah binti H. Dachlan.
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Hakim kemudian memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para
Pemohon yang dapat menjadi dasar pertimbangan atau putusan pengadilan, antara
lain:

I. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Camat Duduk

Sampean, Kabupaten Gresik Nomor 12. 1804. 700661.0018 tanggal 2 Mei

2002

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Camat Duduk

Sampean, Kabupaten Gresik Nomor 12. 1804. 300567. 0019 tanggal 2 Mei

2002; .

3. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama
Recumatan  Duduk  Sampean, Kabupaten Gresik Nomor K. 07/Pw.
01/624/2003 tanggal 20 Nopember 2003;

4. Foto Copy Kutipan akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wuluhan, Kabupaten Jember Nomor 195/18/V1/1983 tanggal 2 Juni 1983;

5. Foto Copy Surat Kelahiran atas nama Reni Rizky wahyuni dari Kepala Desa

I

Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanggal 2 Desember 2003; i

6. Fote Copy Surat Pernyataan tentang Pengangkatan Anak vang diketahui oleh
Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanggal 2
Desember 2003,

Bukti-bukti dalam persidangan permohonan pengangkatan anak tersebut
scbelumnya telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Hakim setelah melakukan pemeriksaan di persidangan maka memberikan
putusan atas perkara yang digjukan pemchon. Permohonan penetapan anak angkat
i merupakan perkara volumtair, schingga akan menghasilkan penetapan.
Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan
diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum schaga ha:sjl
pemeriksaan perkara permohonan (voluntair), Hakim akan memberikan surat
penctapan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan mengenai permohonan
penetapan anak angkat. Penetapan sebagai putusan akhir didahului dengun kepala
putusan yang berbunyi: BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM dan di baris
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bawahnya ada irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini dilakukan untuk:

1.

Memenuhi pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Apgama

Memenuhi pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo pasal 4 ayat

(1) Undang-undang No. 35 Talun 1999 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang

No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Hakim yang telah memeriksa permohonan penctapan anak angkat dan

telah mengabulkan permohonan tersebut maka akan memberikan surat penetapan

vang berbunyi sebagai berikut:

|

2

Mengabulkan permohonan Pemchon

. Menyatakan sah pengangkatan anak yvang dilakukan oleh Pemohon I (M.

TOHIR alias 11, FATKHUR ROZY bin H. ABD SALAM) dan Pemohon Il
(KHOLIFAH binti H. DACHLAN) terhadap anak perempuan bernama RENI
RIZKY WAHYUNI binti AHMAD PONIDI pada tanggal 21 Juni 2003 di
Dusun Krajan, RT. 04 RW. 03, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan,
Kabupaten Jember.

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon vang hingga kini dihitung -
sebesar Rp. 188, 000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah),

Demikian bunyi dari setiap penetapan permohonan pengangkatan anak pada

Pengadilan Agama.

Hakim di dalam membeiikan penetapan anak angkat pada pertimbangan

hukumnya mengadakan penilaian mengenai beberapa hal yaitu:

)

Motif yang menjadi latar belakang mengapa disatu pihak ingin melepas dan di
pihak lain ingin mengangkat;

Keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga dan pendidikan kedua
belali pihak;

Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskan serta kesadarannya
serta akibat-akibatnya setelah pengangkatan anak,
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4, Kesungguhan, ketulusan dan kesadaran pihak yang mengangkat maupun
kerelnannya akan akibat-akibatmya vang menjadi bebannya setelah
pengangkatan anak.

2.3.3 Pengertian Tirkah (harta peninggalan)

Menurut Munammad Al as-Shabuni yang dimaksud dengan firkah (harta
peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal
dumia, baik vang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta
hak-hak yang bukan kebendaan (Simanjutak, 1999:47)

Dari definisi tersebut di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu
terdin dari:
|. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan;

Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak
bergerak, piutang-piutang,

Hak-hak kebendaan;

Yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti irigasi pertanian

Iu

dan perkebunan

3. Hak-hak bukan kebendaan;
Yang termasuk dalam kategori hak-hak vang bukan kebendaan ini scperti hak
khivar, hak syuf'ah (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota
syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-lain)

Menurut Ibnu Hazm haita peninggalan vang harus dipusakakan adalah
harta benda semata, sedang yang berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan kecuali
kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan -
bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah (Simanjutak, 1999:49),

ienurut ulama Malikivah, Syafi'iyah dan llambalivah berpendapat
balwa yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah segala yang ditinggalkan
oleh si mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut
hak-hak kebendaan maupun bukun kebendaan (Simanjutak, 1999 49)

Menurut Undang-undang Hukum Waris Mesir yang dikutip oleh Fathur
Rahman tirkah (harta peninggalan) adalah segala yang ditinggalkan oleh si mati
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vang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang
lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan-pelunasan utang baik utang ‘ainiyah
maupun mutlagah, sisa yang diwasiatkan dan diterimakan kepada ahli waris
(Simanjutak, 1999:49)

Menurut pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud harta
peninggalan ialah harta yang ditinggalkan olch pewaris baik yang berupa harta
benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya,
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam pembahasan di muka
mika dapat ditark suatu kesimpulan sebagal berikut;

I. Bahwa dalam Hukum Islam diperkenankan mengangkat anak asalkan
memperlakukan  sebagar anak dalam segi kecintaan pembenan nafkah,
pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan
memperlakukan sebagai anak nasabnya sendin menurut pandangan agama
Islam hukumnya mubah atau boleh saja. Nasab anak angkat tetap pada orang
tua kandungnya sehingga dia tetap berhak mewarisi dari harta peninggalan

orang tua kandungnya

3

Alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan anak angkat pada
Pengadilan Agama Jember adalah dikarenakan pemolion belum dikaruniai
anal. Kemudian pemohon mengajukan permohonan penetapan anak angkat
tersebul di Pengadilan Agama Jember tempal anak itu berdonusili dengan
tujuan agar anak tersebut memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku mengenai status maupun hak-haknya
terhadap orang ta angkatnya. Alasan pengangkatan anak selain alasan tidak
mempunya keturunan dapat juga karena ingin merawat, dan mendidik anak
tersebut karena merasa kasithan sebab anak itu hidupnya terlantar,

3 Kedudukan anak angkat terhadap tirkah (harta peninggalan) orang tua
angkatnva adalah dengan jalan wasiat. Agar anak angkat mendapat tirkah
(harta peninggalan) orang tva angkat maka harus memberikan wasiat. Wasiat
yang dimaksud di sini adalah wasiat wajibah. Hal ini sesuai dengan pasal 209
Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa anak
angkat yang diangkat melalui penetapan Pengadilan Agama menerima tirkah
(harta peninggalan) orang tua angkat melalui wasiat wafibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

7% [HUKUPPEPSTIAAY
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4.2 Saran

1

Perihal pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama yang tunduk pada
Hukum Islam yang merupakan kewenangan baru, menurut acara formal
seharusnya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dan
tepas I

Scbaiknya orang tua yang mengangkat anak hendaknya benar-benar
memperhatikan kepentingan s anak yang akan diangkatmya dengan cara
merawat, mendidik dengan sebaik-baiknya, dengan fujuan anak tersebut
nantinya dapat berguna baik untuk din anak itu sendiri, orang tua maupun
bangsa dan Negara.

Anak angkat yang menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari
tirkah (harta peninggalan) hendaknya menjalankan wasiat tersebut dengan
sebaik-batknya dan anak angkat tersebut harus tetap taat dan patuh terhadap
orang tua angketnya meskipun mereka (orang tua angkat) bukan orang tua

kandungnya sendiri.
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LAMPIRAN 111

PENETAPAN
Nomor : 37/Pee pi 2002/PA 0y

LI ¥ “J'h
" e L S | B | S
R — f R

|5

DEMI EEADU.AN BERDASAREAN EETURLANAN YANG MAHA ESA.
Fengadilan. Aema Sonibie Mg siinerilisn dan mengadili |;c-:'1:uru perdita pada tingkat
pertama dar elah memborikag penelapan atas  perkara permohonan Pengesahan
Peugangkatan Anak tersebig duri -

I g d iy »wunur 44 talun,
vguma Istan, pekerinan wiraswas i tempat tinggal di Desn Wadal Kidul, RT,
M RW. 01, Eecnan Duduk Swnpean, Fabupaten Gresik, selanjutya dasebuf
PEMORON 1,

M i 43 tahun, agamn Islan, peker;nm tani,
tempat tinggal i ¢ Desg Wadak Fieul, RT. o4 RW. 01, Kecamatan Duduk
Swmnpean, Fabig piten Grestk. selanjuiiys disebut PEMOHON I

12

Pengadilan Agama tersaby,
Setelnh inembycy pennehionin g Petialion feitingenl 3 Degomliar 2003, yang terdaftar
 ur Bulm Register Perkarn Pengudilay Agiuma fenilyey denean Nomor 17/2d1py 2003/ PA It
Yang pada pokolnya aclalal sebazm bertion
¢ Bihw Pemohon | dan Permohany I ndalad susunl ister sl menikah di Kantor Uruéan
Agami Fecamatim Duches) unpean, Eabypaten Gresik pada lwnggal 19 Muet 1979,
tercatat pada Buky Alda Nikali Nomor 3181711979 tanggal 19 Maret 1979, dan
lungga saat i tafal) hidup rukun sebagaimana layalya suami istori yang baik surta
bertempat tinggal dirumuh bersana, namun belum dikarunia; angk
*  Bahwa pada bnggal 21 Juni 2002 di Dusin Erajan, RT.04 RW., 03, Desa Ampel,

Eecumatan Wululigy, Kabupaten Jember 1ala); tahir seorang anak perempuan bemama

W dari pasangan suami isteri yang bernama Apbivtrsa st |
 dmddeddalibd (|ongny B )
* Bawa sejuk tanggal 21 Juni 2002, anak bemama LT N T —

telah diseralikan olel kedus it tuanya kepneda Pemchon 1 din Pemohon I untuk
dirawal dan dididip Snpa dewsse selanjuinga Pemolion 1 dan Pemohon [
menyvatakan menerimn g SUIEEND merawat serta mendidik angl tersebut sampa
dewasa seperti laviknya merawat dan mendidik anak sendiri,

* Bahwa pada sant iy Pemgtion 1 day Femohon 11 sangar ln:rkepantmgan uniuk
mengesuhkan annk terseby sebagar annk anghat, agar Pemohon 1 dan Pemohnn I
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maupun anak tersebut mempergleh kelosatan hu_]uun-memum peraturan perundang-

undangan yang berlaku mengenai stahus maupimn hak-liaknya. ) o

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon IT akan menyerahkan

buldi-bulti surat dan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan. '

Bahwa Pemohon 1 dar Pemohon I sangeup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini. ,
Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon IT mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Jember segern memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

memberikan penetapan yang amarnya berbunyi ;

1.

.

=N

s

Mengabulkan perimchonan para Pemolion seluruhnya,

Menyatakan, menstaphkan sebagai hukum bahwa anak bernama PR 1
SRRl sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II.

Membebankan e luruh biaya perkars ini menurut ketentuan hukum yang berlaky,

Setelah membaca surat-surat buk vang digjukan Pemohon berupa ;

- Foto Copy Eartu tanda Penducuk atas nama. Pemohon dari Camat Duduksampean,

Eabupaten Gresik Nowor 12, 1804, 7006610018 tanggal 2 Mei 2002. (P.1),

Folo: Copy Eartu tandn Psnduduk atng nama Pemohon dari Camat Duduksampean,
Enrbupaten Gresik Nomor 12, lﬂﬂal.ﬁ'ﬁﬂﬁﬁ?.ﬂﬂlﬂ tanggal 2 Mei 2002, (PI.ZJ.

3. Foto Copy Dupliknt Futipan Akta Nikah dari Eepala Kantor Urusan Agama Knca.umﬁ;n

Dudiksampenn, Eabupaten Gresil: Nomor K.07/Pw.01/624/2003 tanggal 20 Nopember
2003, (P.3).

- Folo Copy Hutipan Akt Nikah dari Fepala Fantor Ulusan Agama Kecamatan

Waluhan, Eabuputen Jember nomor 195718/ VI/1983 tunggal 2 Juni 1083, (P.4)

Fote Copy Surat Eelabivan ams nama kil S GRRRE Kepala Desa
Ampel, Kecimatan Wululan, Fabupaten Jember Nomor 474,1/25/553.02/2003 tanggal
I Nopembey 2003, (I 5).

- Foto Copy Surat Pornvataan dari Pemohon tentang Penganghkatan Anak yang diketahui

oleh Fepala Desa Ampel, Kecamatan Wululian, Eabupaten Jember tanggal 2 Desember
2003, (P.6),

Foto Copy tersebut telali dibubulii malerai, dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan
aslinya .

Setelah mendengar keterangun para saksj -
Saksi 1 @ SUWANDI bin KASLAN  wnur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur

EestwP3N, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 02 RW, 02, Desa Tegalsari,
Eecamatan Ambuly, Eabupalen Jember.

vang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
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b

. Bahwa saksi kenal dengan Pemchon I dan Pemohon I karena sebagai saudara ipar
Pemohon I yang bernsal daii Desa Tegalsary,

Bahwa saksi taln Pemolion dan Pemohon II sejak perkawinan hingga sekarang, telah
hidup rubkun dalam rumah tangganyn namun tidak dikaruniai anak

frot

. 3. Bahwa sesaat setslal T binti ETT—— |5, pada

tanggal 21 Juni 2002, orang luanya yaitu suamj jsteri mt&iu e
dan  WSTONT | o telah - menyerahkannya kepadn/dan diterima oleh
Pemohon I dan Pemohon IL

4. Bahwa sejnk saat jiy sumpal sekarang ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah

memelihara dan mermwat m dengan baik sebagaimana anak '

kandungnya sendiri,

Saksi I @ SITT AISYAH bimi H AHMAD SULAM, umur 60 tahun, agama [slam,

pekerjann tani, tempal linggal di Dusun Erajan, RT. 04 RW, 03, Desa Ampel,
Kecamatan Wilihan, Eabupaten Jeniber )
vang dikadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnyn sebagai berilut :
. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara kandung
Pemaohon |

2. Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon T sejak perkawinan hingga sekarang, talah

hidup rukun dalam rumaly tangganya nunun tidak dikaruniag analk. )
3. Bahwn sesaal setelals w binti AFDMSESRANTSI |ahi pﬂd;
tunggal 21 Jumi 2002, orang tuanya yaitu summi isteri SRR L 1y RITEYA
dan VeI Dint Py telah - menyerahkannya kepada/das diterima oleh
Pemolion I dan Pemolion Il
4. Bahwa sejak saut i sampa; sekarang lermvata Pemohon I dan Pemohon II telah

memelilara dan meraway m:icngan baik sebagaimana anak

kandvunenya sendiri,

Menimbang  bahwa malsud  dan fujuan permohonan Pemolon pada pokoknya
acalah sebagimany divrnlos tersebut diatas.

Menimbane bahwae untule ity harus dibukiikan apakah Pemohon dan sustninya telah
memenuhi syarat dalam 1ol penganslalan anak tersebyt,

Menimbang balwwa et pasal 49 ayar (2) Uud;mg—un:lung Nomor 7 tahun 1989
tentang Perachlan Againg beseriy peny -e-lasmm}*zl yang menyatakan, “yang dimaksud dengan
bidang yane diatur dalam Unclang-undang Nomor | taliun 1974 tentang Perkawinan antara
lain adalah : 1. jzin berister lebih dari seorang, dst.,.. 8/d 22, Kalimat antara lain
sehwsnva dikatkan dengan pasal 52 ayal (2) yang menyatakan : “..... , Pengadilan
dlapat dicecali tyaas day e wenangan lain oleh atan berdasarlan Undang-undmg
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AN

Mentabang boliwa lingga sant ini belum ada peraluran perundang-undangan yang
menentukin  tentang lkewénangan pengesnhan / pengangkatan anak bagi Pengadilan
Agama. Padnlinl sesuni dengan ketentuan [asai 56 wyal (1) tndang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Acama, J0 pasal 14 uyat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 |
tentang Eleteatuan-ketenminn Pokok Felomeaan ¥ehakiman yang menyatakan “Pengadilan
tidak bolvh menolak untuk memeriksn dan memutus suaty Perkara yang diajukan dengan

~ dalih bahwa b tidak atan ang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”,

Selnin it sevuni dengnn ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang

Keotentum-keeutuun  Pokok Eekunsaan  Kelukiman yung menyalakan “Hakim sebagai
penegak hulomn dan keadilan Wijib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai bubum

, yung hichip dalam masynrakar”

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea
ketign sertn pasal 49 aynt (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, daput difihami Lahwa salah satu Asos Umum Peradilan Agama ad;i]ah Asas
Personnlitns ke Islnman wimyn “Yang tunduk da yang depat ditundukkan kepada
kokuasaay / kewenmean Peradilnn Agama. hwnwvs mereka vang mengaku pemeluk mma

lefmn

Memmbang  bubwa mennru posal 171 bwuf b Eompmlasi Hukum Islam, anuk

Cngkut adodah wink yiolg dalum hal pemeliliaraan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

penchdikan dan sebagmnyva beralil) langgung jawabnya darj orang tua asal kepada orang tun
ungkanyu berdasarkun putusan Pengadilan, .

Menimbang bahwa berdasnrian Sural Edaran Mahkamal Agung RI nomor 6 Tahuy
1983 tentong Penyempumanm Surnt Edaran Malknmah Agung RI nomor 2 Tahun 1979

- lentang  Pengangkutan annk, peimohonan pengesahan / pengangkatan mnak antar Warga

Negarn Indonesin harue dinpukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah bukumnya
seliputi tempat tingea) / domisili analk yang akan diangkat,

Berdnsarka |zum’mh:mgm;-perrimbmsm tersebut  dintas, kata Pengadilan
bebagaimana dimaksid dalam pasal 171 humf h Kompilesi Hulum Islam harus dibaca
Pengadilan  Agmna, Sedanglan ko Pengadilan Negeri sebagaimana  dimaksud Surat
Edaran Maldearmaly Aging RI nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran
Malkamah Agtimie U noiior 2 Talum 1979, harus ditafsirkan secara ekstensifdiperluas
dengan pengerfian termasil didalamnva Pengadilan Agama

Menimbane  baliwa berdasarkan |1mimbmlgan-panimbmgm tersebut  diatas,
Pengadilan  Agama berwenane il memeriksa  dam mengadili perearn permohonan
pengesidian / pengangkalan anak.

Menmimbang  baliwy berdasurian kewenangan Pengadilan Agama atas perkary
permohom  peneesaliyg 4 penganckatan  mmk sebagaimana  tersebut diatas, maka
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permohionan  pengesalian [ pengangkatan  anak yang digjukan oleh Pemohon yang,
berfiztsmkm bukdi P 1.2, P, dan PA, Pemohon T dan Pemohon 11, anak yang diangkat
maupun orang wa dari anak yang diangkal ternyatn berngama Islam. dan berdasarkan bukti
P. 5, anak yang diangkat tersebut bertempal finggnl diwilayah hulum Pengadilan Agama
Tember, maka perkara ini wlalah mermpakan wewenang Pengadilan Agama Jember,

Menimbang balwa berdasakan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat
4 yang berbunyi |

eedlisides ooy gl Jpi Al oSl gil 1505 (T3S oS ool i ...

Sl gy paldl 3 l.d_nj}b I,uapL;Ti_a,f.-.ﬁ_‘.‘ i.a._f ol e J;mslj.a rq_aL\J P.nJ.naf

Artinya & .o dun Dia (Allah) tidak menyadikan anak-anak anghatmu sebagal anak
kandungni (sendivi), Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja.
Dan Alieh munpatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (vang
bencar). Panggillal mereka (anak-anal angkat itu) dengan (memakai) nama
bapai-bapak mereka, ttulah yang lebih adil padea sisi Allah, dan Jika kamu tidak
mengetahul bapai-bapalk mereka maka (pangeillah mereka sebagai) saudara-
sauidarami seagamu dar mada-manden.. . . .

menunjukkan  bahwa menurut hukum Islom tidak dilarang adanya pengangkatan anak

asalkan pengangkalan anak tersebut liduk nenghilangkan/menghapuskan nasab dengan
orang fua dan keluarganya dari anak anghat yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya
tidak menimbulkan musab antars anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya.
Antara mereka tidak saling mewaris,

Memmbang balwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun
1978 tentang  Hesejubteraan  Anak, pengangkatan anak menut adat dan  kebiasaan
dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejuhteraan analk.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemolion I dan Pemchon I terbukti-
sebagai suami isteri yang sah dan berdasarkan keterangan saksi I dan II, sampai dengan
saat ini antara mereka telah hidup rukun dan harmonis serta berkeculupan sebagaimana
layaknya suami isleri yang baik dan bertempat tinggal dirumali bersana di Desa Wadalk
Kidul, RT. 04 RW. 01, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, namun tidak
dikaruniai anak.

Meuimbang baliwa berdasarkan keterangan [.'IHJ.:I.T saksi dan bukti P. 5, anak bernama
RENT RIZEY WAHYUNI yung diangkst olel Pemohon 1 dan Pemohon I tersebut ada‘ah
anak dari pasangan snami dsteri yang beimmung AHMAD PONIDI bin SAMAN dan
WAGINEM binti TUELIG,

Menimbang bahwa keterangan Pemohon [ dan Pemohon I yang menyatakan ketika
RENI RIZEY WAHYTNI labir pada tanggal 21 Juni 2002, telah diserahkan oleh orang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

//

tuanva kepada/dar diterima olsh Pemolion 1 day Pemohon I, hal inj tela) sesuai’ dengan

© Kefentuan pasq) 2 ayal (1) chrrmg-lmdmg Nomor 62 tahuy 1958 tentang Kawm"gmagamn

Republik Indonesin : _

Menimbang bahws berdasarkan keterangm para Salksi, se:jak Pengangleatan angle
dilaksanalan sampai saat inI,'Pemqu}n-[ dan Pemohon [T telah h:engutumak_a;n kepentingan
k..-ssjmller.umr anak dengan melalailkar Pemeliharaan, perawatan dan bertanggung Jawab
dengan sebaik-baikyyg lethadny e binti AFLURSRR
sebagaimana layaknya erang ta angkat yang baik, <

Menimbung by lentang proses Penverahan dan Pengambilan anal angkat darj
orang tua asal tidak haus disaksilkan oleh Aparat Desa/Felurahan sebghb formalijtag yang
demikinn tidalk diharskan berdasarian Turispiidensi Mahkamag, Agung RI Tanggal 3 Jul
1980 Nomor 849 FiSIP/1977 yang menyatakay

HBahwa Sesdorang adelal annk angiat atan bulan tHddk semata-mata lergantung pady

1fﬂf.l?[Hfﬂrfs-l—fﬂﬂ‘ﬂﬂﬁs‘fl.&" Penganghatan anak, Letapi dilihat dari kenyataan Yang ada yaity

Sefak bayi dipefiliara oleh orang tua anghkatny a, yang RKenuidian dikliitankan dan
dikawinkan oloh Creng fua anghatnvg pula

Menimbang  bahws berdasmiban . |:erh'u:h:m,ganyaﬂirnhmgan ersebut  diatas,,
Permehonan Pemahan tersebnt telal mememhi s¥aratuya oleh karenq ity dapat dikabulkan

Menimbang baliwa nI.e-h karena perkarn inj termasuk dalam bidang perkawinar;,
berdasarkan pasal 89 ayar (1) LTn:Jmlg-m:dung Nonor 7 tahun 1989 tentang Pamdihm__
Agama, biaya perkara dibebman kepacla Pemohan,

MENETAPH.AN.

L. Mengabullay permohionan Pemohor

2. Menyatakan sal Pengangkatan Ana: yang dilakukan oleh Pemohon I (NESpmm? alins

: hium] dan Pemohon 11 {Wm—u

Pthling | terhadap anak Inki-laki  barnamg S |t ;
m;mda tanggal 21 Juni 2003 di Dusun Erajan, RT.04 Rw. 03, Desa

Ampel, Kecamatay Wuluhan, Eabupaten Jewnber:
1. Membebankan biaya perkarn in; kepada Pemohon vang hingga kini dihitung sebegar
Rp. 188.000 - (seratus delapan pululy delapan ribu rupiah),

Demikian Penetapan ini diberikan d; Jember pada hari Selusa tanggal 23 Desember
2003 Masehi, bertepatan dengan tangeal 29 Syawal 1424 Hijriyah, oleh kami Drs, H ABU
AMAR sH sebngal Hakim Ketua Majelis, Drs. H HANAFT ASYHART SH. dan H.
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